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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernbangunan kota-kota besar di Indonesja seperti halnya Surabaya tidak

saja merubah fisik kora lebih baik terapi juga dapat memacu pc(xmbuhar

ekonorni. Sebagai dampaknva kota-kota tersebut akan menjadi magiet atau

pesona daya tarik bagi pendatang dari luar untuk mencari pekerjaar dan

bertempat tinggal. Para pe[datang rcBebut tidak hanya dari daerah-daerah yang

ada di lndonesiajuga pendatang dari luar negeri. Pendatang dari daerah-daerah

di Indonesia melalui urbadsasi maupun migrasi sekuler/komuring, sedaogkaa

pendatang dari luar negeri dikarenakan adanya globalisasi peida3angan

terutama berlakunya Masyaraliat Ekonomi Asean (MEA) tahim 2015. Dengan

adanya pasar barang dan jasa secam bebas di kawasan ASE-j,N akan

mengakibatkan tenaga kelia ashg dengan mudah masuk dan bekerja di

Indooesia. Dampak positif para pendatang tersebut adalah tersedianva telaga

keda potensial, percepatan ekonomi dan budaya. Namun disamping dampak

positif tersebul terdapat dampak negatif yaitu persaingan tenaga kerja ya,rg

semakin ketar sehingga memoersempii ruang renaga kerj a 1okal.

Meledaknya jumlah pencari ke{a baik sektor fomal maupurl sektor

infonnal mengakibatkan penawami tenaga kerja jauh melebihi tingkat

peirninraan yang arla sehingga rnengakibatkan tingginya ringkat pe;saingan

untuk memasuki kesempatan keia perusahaan bagi q,aiga Kota Suabala.

Pe.soalan tenaga ke{a lokal merupakan problem muhidimensional.

banyak faktor yang mempengaruhi mmculnya p.oblem ini, seperti globaiisasi.

ekonomi. politik, keamanan nasional bal*an intervensi negara-negaia besat,

karena itu penyelesaianala membutuhl(an kebijakan komprehensif dan

mendasar. Berdasa.rkan dara yang dihimpun Haria'r Bhirawa 2017, lo-ai

penduduk Surabaya saal ini mencapai 3.016.653 jiwa. Jumlah tersebur naik bila

dibandingka.n dengan tahun lalu yang berkisar 2.943.528 jiwa. Salair satu
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penyebab, serbuan penduduk kota lain ke Surabaya. adalah berkembangnya

industrialisasi Kota Sulaba}?. Fenomena lain yang tercatat pada data Badan

Pusat Statistik (BPS) Jaiim menyebutkan jumlal pergangguran di kota

Sumbaya hingga akhir tahun 2015 mencapai 83.000 lebih. Hal tersebut sargat

ironis sekali jika kota Surabaya yang merupakan kota indust dan perdagangan

masih banyak llarganya yang menganggur.

Disisi lain dalam pembangunan daerah Kota Surabala, tenaga kerja lokal

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai modal dasar.

pelaku dan tuiuan pembangunan. Lintuk meningkatkan peranan tenaga ke{a

lokal, periu dilakukan perlindungan secda menyeluruh dan terpadu yang

meliputi peinberdayaan, penempaan tenaga kerja. perluasan kesempatan kerja,

pembinaan dan pengawasan guna meningkatkan produktivitas, daya saing dan

kesejahleraan masyarakat di Kota Surabaya

Merujuk pada Pasal 17 ayat (i) disebutkan bahwa Daerah berhak

meaetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggaraan Urusan Pemerhtahan

yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan "

Kebijakan Daerah" dalam ketentuan ini adalah Pemruran Daerah (Perdal.

Peratuian Kepala Daemh (Perkeda) dan Keputusan Kepala Daerah. Ha1 ir,r

dapat dijelaskan bs-h\,,a dala,-n melaksanaka-rl uusan pemerintahai! ya-lg

menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku Penyelenggara

Peme ntahan Daefth membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam

menl elenggarakan Otonomi Daerah.

Berdasarkan uraian te$ebut diatas, DPRD Kota Surabaya be nisiatif

membentuk Peraturafl Daerah (Perda) sebagai dasar hul:um bagi Daerah Kota

Surabaya dalam menyelenggarakan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Surabal a

B. Identifikasi Masalah

Suatu kajian ilmiah atau peneiaahan keilmuan dimulai dengan masaiah,

yaitu merumuskan masalah dengan baik ( Peter R. Senn. dalam Suriasumantri-

2006 : 112 ). Hal tersebulkan mengisyaratkan bah,,la dalam kajian Naskah
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Akariemik hendaknya dimulai dengan mengadakan identifikasi masalah ],ang

akan dirumuskan. Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalal

apa yang ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akadernik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah yalg hendak

dijau.ab dan diuraikan adalah sebagai berikut :

i. Permasalahan apa yang dihadapi Kota Surabaya be*aitan dengan ienaga

kerja Jokal dan mengapa perlu Ra.ncangan Peratuan Daerah lentang

Perlindungan Tenaga Ke{a Lokal Sumbaya?

2. Apa yang menjadi peftimtargan atau la:rdasan filosof;s, sosiologis, yuridis

pembentukan Rancangan Peratumn Daerah tentang Perlindungan Terraga

Ke-rja Lokal Surabaya?

i. Apa sasaran yzlrtg alGn ditujudkan, ruang lingkup pengatr,ran, jangkauaa

dan arah pengaturan dalaar Rancangan Peraturan Daerah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka pen)'usrman

Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai

dasar hulrln penyelesaian atau solusi permasalahan tenaga keda lokal

di Surabaya.

b. Merumuskan pefiimbaDgan atau landasan filosofis, sosiologis. yuridis

pembentukan Rancangan Peratuan Daerah.

c. Merumuskan sasann .vang akar, ditujudkan, mang lingkup pengaturaq

jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peratumn Daerah.

2. Kegunaan

Naskah Akademik merupakan salah satu langkah yang paling penting

dalam proses legislasi, karena Naskah Akademik berpemn sebagar'- quality

conbal ' yang sangat menentukan kualitas suafu produk hulorm. Naskah
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Atademik menrpakan landasan dan sekaligus arah penyllsu1im suatu

Peraruran Dae.ah (USAID & LGSP, 2007 : 22).

Sehubungan hal tersebut, maka penyusunan Naskah Akademik ini

adalah sebagai qualit, co trol, landasan dan arah peny.rsunan Rancangao

Pemturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya.

D. Metode

Penyusuna-'r Naskah Akademik pada dasamya merupakan suatu aktivitas

perelitian, oleh karena itu Naskah Akademik berbasis pada suatu metode

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik ini

adalah " Metode Penelitiar Kebijakan, atau lebih khus'.rs disebut dengan

\{etode Penelitiao Untuk Kebijakan (Methods For Policy Research) " yditn

peneiitian rmtuk merumuskan suzttu kebijakan, baik kebijakan bam atau revisi

(Nugroho. 2013 : 46). Metode tersebut tidak dibedakan atau sering disebut

dengan istilah " Aaalisis Kebijakan Publlk lPublic Polict Analysis), " yail)

akrivitas mencipukan pengerahuan lentang dan dalam proses pembuatan

kebijakan. \4etodologi anatisis kebijakan menggabungkan lima prosedu umum

yang lazim dipakai dalarn pemecaharl masalah ('l) pemmusan masaiai

(Cefinisi). (2) peramalan (prediksi). (3) rekomendasi (Preskripsi), (4)

pemantauan (deskripsi), dan (5) evaluasi (Dunn, 1998;1-21). Fokus dalam

penelitian kebijakan atau analisis kebijakar dibagi dalam dua jenis analisis

secaa seimbang, yaitu perum[san masalah dan pemecahan masalah (Sutardji.

2013).

Pada intinya, pembualan Perda sebenarnya merupaLan suatu bei1nli

pemecahan masalah secara aasional. Layaknya sebagai proscs pemecalan

masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalal menjabarkal masalah

),ang akan diatasi dan menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah ( Perda ) yarrg

diusulkan akan dapat memecahlan masalah tersebut.

Guna membeikan arah kegiatan dalam pembentukan Perda tentang

Periindungan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana telah diuraikan riimuk4 maka

perlu kiranya disampaikan langkah langkah dalam pembentukan Perds
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te$ebut. Secara umum, terdapat 7 (tujuh) langkah yang perlu dilalui dalam

menyusun suatu Perda baru (ISAID & LGSP, 2007 : 16), sebagai berikut :

1. Idenliflkasi isu dan masalah.

2. Icientifikasi legal baseline alau landasan hukum dan bagaimana Perda baru

dapat memecahka.n masalah.

3. Penpsunan Naskah Atademik.

:1. Penulisan Rancangan Perda.

5. Penyelenggaraan Konsultasi Publik.

6. Pemba.hasan DPRD.

7. Pengesahaa Perda.

Uraian dari masing - masing langkah tersebul dapat benariasi dan

menggunakan istilah yang berbeda beda, namun secam umum seluruh

iangkah tersebut perlu dilalui.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.Kajian Teoritis

l. Konsep Ketenagakerjaan

Dalan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentalg

Keienagakerjaan menyatakan bahna pembangunan ketenagakedaan

bertujuan:

a. N{emberdal,akan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal.

b. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

c. Memberikan periindungan bagi tenaga ke{a dalam meuujudkan

kesejahteraan.

d. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Menffut SasEohadi\,'ir1o (2005: 3) bahwa dalam pembangunan

ketenagake{aan. pemerintah diharapkan dapat men}usun dan menetapkan

perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga keda dimaksudkan agar

dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyrsunan kebijakan, strategi, dan

implementasi progam pembangunan ketenagakerjaai yang

berkesinambungan. Pen),usunan perencanaurn tetraga kerja disusuo atas dasar

informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagal<erjaan yang harus disusun

rninimum meliputi:

a. Penduduk dan tenaga kerja

b. Kesempatan kerja

c. Pelatihan ke{a

d. Produktivitas tenaga kerja

e. Hubungan industial

i. Kondisi lingkungar kerja

g. Pengupahan dan kesejalteraan tenaga keda

h. Jarninan sosial tenaga kerja
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a. Tenaga Kerja

Tenaga kerla merupakan penduduk yang berada dalam usia ke4a,

dalam UU No- 13 tahun 2003 Bab I Pasal [1J ayat [2] disebutkan bahwa tenaga

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan peke4aan guna

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendirt

maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara

dlbedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga ke4a dan bukan ienaga kerja.

Penduduk tergolong tenaga kerra jika penduduk tersebut telah memasuki usia

kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun -
64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekeria disebut

sebagai tenaga ke4a- Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga

kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan

di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-

anakjalanan sudah termasuk tenaga kerja.

N{enurut Rionga & Yoga lirdaus, (2007) Tenaga keIja adalah penduduk

dalam usia kerja yang siap melal:ukan pekerjaan, antara iain mereka yang sudah

bekerja- mercka yang sedang mencari pekerjaan, merekra ya:rg bersekolah, dan

mereka vang mengurus rumah tangga. Lebih ianjut Sastohadiwiryo (2005: 27)

menyatakim bahwa tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan

istilah personalia, didalamnya meliputi buruh, karyawan dan pegawai.

Secara deskriptif perbedaar antaia buruh, kalvawan dan pegawai adalah:

1) Buruh adalah mereka yang bekeia pada usaha perorangan dan diberikan

imbalan ke{a secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalaa

kerja tersebul diberilan secara hari,u'r.

2) Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau

penisahaan, baik snasta maupun pemerintah, dan diberikar imbalar,

keria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlal:u. baik

yang bercifat harian, mingguan. maupun bulanan yang biasanya imbalan

teisebut diberikan secara mingguan.

3) Pegawai (Pegawai Neged) adalah mereka yaig telah memenuhi syarat

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas jabatan negeri

alau tugas negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undanga:r yang berlaku

b. Klasilikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah peny:sunan bersistem atau berkelompok

menuut standar yang di tentukan. (Pius dkk,200l:345) makq klasifikasi

tenaga kerja adaiah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah

tersusun berdasarkan kriteria yang sudah direntukan. Yaitu:

1 ) Berdasarkan penduduknya

a) Teaaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat

bekerja dan sanggup bekerja jika ddak ada permintaan keda.

Menurut Undang-Undang Tenaga Ke4q mereka yang

dikelompolikan sebagai tenaga kcda yaitu mereka yang berusia

antara 15 tahun sarnpai dengan 64 tahun.

b) Bukan tenaga ke{a

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan

tidak mau beke{4 meskipun ada pemintaatr bekerja. Menurut

Undaag-Undang Tenaga Keda No. 13 Tahun 2003, mereka adalah

penduduk di luar usia" yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahuo

dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adaiah para

pensiunan, para lansia (lanjut usia) da-'r anak-anak.

2) Berdasarkan batas kerja

a) Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produLtif yang berusia 15-64

tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak

bekerja, maupun yang sedang aLtif mencari pekerjaarr.

b) Bukan angkatan keda

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur i 0 tahun ke atas

yang kegiatann-ya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dar

sebagainya. Coltoh kelompok ini adalah: anak sekolah da'r
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mahasiswa, para ibu rumah tangga dan o.ang cacat, dan para

pengangguran sukarela.

3) Berdasarkan kualitasnya

a) Tenaga keda terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki sualu

keahlian atau kemahiran dalam bidang tert€ntu dengan cara sekolah

arau pendidikan fomal dan nodomral. Contohnp: pelgacata.

dokter, guru, dan lainJain.

b) Tenaga kerja teriatih

Tenaga kerja rerlatih adalah tenaga kerja yturg memiliki keahlian

dalam bidang tefientu dengar melalui pengalaman ke{a. Tenaga

kerja terampil ini dibutuhlan latihan secam berulang-ulang

sehingga mampu menguasai peke{aan tersebul. Contohnva:

apoteker, ahli bedah. mekanik- dan lain-lain.

c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga ke{a tidak rerdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerjs

kasar yang hanya mengandalkan teraga saja. Conroh: kuli, buruh

angL:ut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. (Dwiyanto-

2006:45)

2. Tenaga Kerja Lokal

Tenaga kerja lokal (TKI) adalah tenaga keda yang berasal dari Kota

Sumbaya atau dari daerah iain yang lahir di Kota Surabaya secara turun

tenurun atau berdomisili di KoIa Sumbaya yang dibuktikan dengan I(afiu

Tanda Penduduk dan/atau Kanu Keluarga

Pengertian tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Peisyaratan TKL :

1) Penduduk kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kepemilika,r

Kartu Tanda Penduduk (KTP) da,'r,/atau Kaftu Keluarga (KK).

2) Berusia diaus 17 (tujuh belas) talun atau yang telah menikah.
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Kategori TKL berdasarkan pengalaman keqa

l) TKL yang belum bekerja atau belum mempunyai pengalaman kerja

daa berusaha mencari kerja.

2) TKL yang sudah beke{a atau sudah mempunyai pengalaman ke{a dan

ben-rsaha untuk pindah atau alih pekerjaan yang lebih baik

Kategori 'lKL berdasarkan wilayah tempar tinggal TKL dari lokasi

perusahaan :

1) Dalam \lilayah lingkorall, se,tr': (Ronge I) yaitu dalam wilayah kelurahan

dimana lokasi perusahaan berada.

2) Dalam rr,ilayah lingkarar dua (Range II) yaitu diluar wilayal satu.

letapi dalarn wilayah kecamatan dimara lokasi perusahaan berada.

3) Dalam wiiayah lingkaran riga (Range III) yaitu diiuar wilayah du4

tetapi dalam wilayah kota Surabaya.

3. Persaingan Tenaga Kerja Lokal

Persaingan adalah suatu proses sosial dimana beberapa orang atau

kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama de[gan cara yang lebih

cepat dan mutu yang lebih tinggi. Pengertian daya saing adalah suatu

keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri dari comparative advanrage

(iaktor keunggulan kompetiliD. (Ta,'nbunan : 200I )

Surabaya merupakan kota yang menjadi tujuan bagi para lrrbaners.

perpinriahan penduduk dari luar kota Surabaya yang bertujuan unruk

mencari kerja dan menetap di Surabaya. Hal ini secara signifikan

mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk kora setiap tahutrnya yang

semakin merllegkat.

Disisi lain daya saing tenaga kerja Indonesia dalam kerangka lSEl,i-
Economic Communit)) 2015, dari sisi pendidikan tenaga kerja Indonesia

masih yang terendah posisinya dibandingkan negara-negara pesaing utama

ASEAN (Singapur4 Malaysia. Thailard) selama tahun 2007-20 1 2. Strul-rur

pendidikan tenaga ke{a disinyalir menjadikan daya saing dan produktiv;ras

sena penghasilan tenaga kerja lndonesia relatif rendah. Menurut Wakil

c.

b.
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Ketua Umum Kadin untuk bidang tenaga ke{a bahwa masalait

ketenagakerjaan di Indonesia diaitardr,va adalatr kompetensi da't

produktivitas yang relatif rendah. (Rahman:201 5).

Uraian diatas menberikan ga.mbaran bahwa para pendatang tersebrir

adalah merupakan pesaing dari tenaga kerja lokal Surabaya. Hal tersebui

perlu mendapatkan perhatian dan aarisipasi secara sungguh-sungguh agar

tenaga kerja lokal Sulabaya tidak te.silgkk dan hanya menjadi penontor,

dalam pembangruran daerah kota suarebaya.

4. Perlindungan Tenaga Kerja LolGl

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poervladarminta, 1991:6007

<iisebutkan bahua "perlindungan" adalah (1) tempat berlindung, (2)

perbuatan melindungi- penolongan, penjagaan. Dari pengertian diatas, malia

dapat diaftikan secara sederhana bahtra ''perlindungan tenaga keda lokal"

adalah suatu perbuatan atau upaya u:rrr.rk membedkan pertolongan darlarau

peniagaan terhadap tenaga kerja lokal (TKL).

Yang rerkandung dalam pengertian perlindongan TKL sebagaimara

Jimalsud diatas. dapat dimaknai mengandr.rng dua unsur sebagai berikut :

a. Pertolongan dengan mernberikan atau membangun daya./ kekuara,r

dari dalam (intemal) atau yang disebut dengan pernberdal,aan TKL.

b. Penjagaan terhadap, ancamarvtanlangan dari luar (ekstemal) ya:rg

dapat mengga:rggu kesempatan/peluang TKL untuk dapat bekerja

dan berkarya di daerahnya sendid.

Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan TKL dapat diartikan

sebagai upa.va memperkuat potensi yang dimiliki TI(l dengan membe kan

kesempatar/peluang serta memberikan dai/atau medngkatkan ala/ateu

mengembangkan kompeteDsinya sesr-rai dengan standar persyaratan

peke{aan yang diha.rapkan. Dalam konsep pemberdayaan mengandung

beberapa unsur yang oleh Soetomo (201i:70) disebutkan ada dua unsur

utama, yaitu : (1) pemberian kewenangan, dan (2) peni[gkatan kapasitas.

Sementara oleh Sumodiningrat (1996;82) disebutkan mengandung unsur :
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(1) menciptakan suasana atau iklim yang memungliinkan masyamkat/ TKI
berkembang, (2) memperkuat potensi ),ang dimiliki masyarakat/TKl

melalui pemberian input, dan (3) melindungi melalui pemihakan kepada

yang lemah untuk mencegah persaingan yang ddak seimbang.

Dalam rangka perlindungan tenaga kerja lokal perl'.r kiranya

memperhatikan beberapa hal khususnya menghadapi tenaga kerja dari luar

(Prasetyo:20 1 5).

a. Dad sisi peratuan perundang-undangan dibidang ketenagakedaan.

Perlu mempersiapkan Peraturan Perundangan untuk melindungi tenaga

kerja Indonesia.

b. Dari sisi sumber daya manusia (SDM).

Perlr-: meningkatkan kompetensi dan kuaiitas SDM.

c. Dari sisi penegakan hukum khususnya pengawasan ketenagakedaan.

Perlu dintensilkan pengawasan terhadap ketenagakerjaan

Untuk merumuska,l startegi dalam perlindungar TKL maka dilakukan

langkah analisis SWOT yaitu analisis kekuatan (strength), kelemahar\

(weaknesses)- kesempatan/peluaag (oryoltunircs), daa ancamar"-tantangan

(theats) Etlx,a menentukan iaktor kunci keberhasilan (Salusr.r, 2000;364-366 dan

Lan-RI,2002). Berdasarkan analisis SWOT maka startegi pe indtmgan TKL

Sumba; a adalah sebagai bedkut :

a. Memperkecil kelemahan (weaknesses) dan memperbesar kekuatan

(ircngfi) ,vang riimiliki TKL dengan memberikan daya,&ekuatan atau

yang sering disebut pemberdayaan.

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan, yang

antara lain melaiui pelatihan kerj4 pemagangan, pembinaan rian

fesilitasi.

b.Memperkecil ancaman-/tantangan (lhedts) dan memperbesar

kesempatan/peluang (opportunites) dengan memberikan

kesempatar/peluang untuk mengisi atau menempati lowongan kerja yang

ada, dan/alau pemberian kuota dalam pengisian lowongan keia dalam

perusahaan.
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c. Menciptakan perluasan kesempatan kerja melalui usaha mandiri da.r

kevvirausalaar.

B. Kajian Praktik Empiris

Kajian praktik empiris disini adalah merupakan suatu kajiar terhadap

perlindungan tenaga kerja lokal di daerah Kota Surabaya, kondisi yang ada

serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Surabaya.

1. Penyelenggaraan Ketenagakerjran Kota Surabaya.

Penyelenggara.an ketenagakedaan Kota Su.abaya, secara fungsionai

telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Ke{a dan tentunya bekerjasama darl

berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Daemtr Kora Surabaya Nomor 8 Tahun 2C08

tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 177 disebutkan bahwa Dinas

Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan uusan lemedntahan daerah

berdasarkan azas otolomi dan tugas pembanruan di bidang teuaga keda.

Pada Pasal 178 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dima.lsud

daln-m Pasal 177. Dinas Tenaga Kerja mernpunyai fungsi:

a. Perumusan kebijal(an rcknis di bidang tenaga kerja;

b. Penyelenggaraaa urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1i ,":

d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain ,vang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai denga[

tugas dan fungsinya

Seianjutnya dalam Peraturar Walikota Suabaya Nomor 42 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Sulabay4 pada Pasal 182-

183 disebutkan bahwa perlhdungan teraga kerja lokal Sumbaya tecnasuk

daiam tugas Bidang Penempatan, pembinaan dan pengembangan Dinas

Tenaga Keda Kota Surabaya.
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Dai uraian tersebur diatas, metegaskan bahu,a Dinas Tenaga Kerja

merupakan leadikg sectot penyelenggaman perlindungan Tenaga Ke{a

Lokal. Dar tentunnya daiam penlelenggaraan perlindungan tersebut, Dinas

Tenaga Kerja tidah sendirian tetapi bekerja sama dan berkoordinasi dengan

instansi terkait dalam suatu tim atau kelompok kerja secara terpadu.

Penegasan tentang leadi g sector atau organisasi / institusi yang menjadi

Implementator suatu kebijakan yang telah diterapkan adalah sangat penting

dan sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jones (1996 :296') bahwa pilar atau

iangkah pertama dalam implemenusi kebijakan adalah organisasi yaitu

pembentukan organisasi atau lembaga yang berfrmgsi sebagai

implementator kebijakan. Dan setelah pembentukan organisasi maka harus

dipersiapkan daya dukung yang menunjangn)4 yaitu : pe$onil, keriangan,

sarana plasalaia dan manajemel.

Sehubungan dengan itu, setelah Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan

tenaga keda lokal Surabaya ditetapkan dan riisyahhan mal<a harus sege.a

membenluk suatu tirn atau kelompok kerja (Pokja) dengan leoding sector

Dinas Tenaga Kerja- mer,persiapkan aturan pelal$anaanya dan sarana

pendukungnya agar organisasi tersebut dapar melaksanakan tugas dan

kewaj ibannya secara efektif.

Dalam penyelenggaraan ketenaga ke{aan di Kota Surabaya,

sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Penempatan dan Periuasan

Kesempatatr Keda Dinas Tenaga Keda Kota Surabaya (Jawa Post, Sabni 20

Mei 2017. hal.i0) bahr a Dinas Tenaga Keia Kota Surabaya melakukan

langkah-langka-h dalam migka perlindungan tenaga kerja, yang antara lain

meliputi :

a. Me*ajibkan para pencari kerja di Sumbaya untuk memiiiki Kartu

Angkatan Ke{a I atau yang lazim disebut Kartu Kuning, dan
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b.

c.

d.

perusahaan dimifia tidak menerima pelarnar yallg tidak

menyertakan kartu kuning.

Dinas Tenaga Kerja akan memberikan konseling alau S.ridlrg

kepada pemegang kartu kuning.

Pencari ke{a didampingi oleh Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

(PFPK) sampai mendapatkan pekerjaan.

Dinas Tenaga Kerja mengaCakan workshop :oriltk mengenalkan

seluk beiuk biCang kerja yang mereka minati.

e. Dinas Tenaga Kerja menyediakan paket pelatihan keahlian.

Dengan bekal pelatihan tersebut, pencari ke{a memiliki kualitas

dan ketrampilarr di bidang tertentu.

Penvelenegaraan ketenaga kedaan yang dilalukatr oleh Dinas Tenaga

Kcrja Kota Surabala perlu mendapatkan apresiasi, dukungan dan penguata[

melalui kebijakan daerah, agar lebih efektif dan ehsien dalam mencapai rujuan

yang telah ditetapkan.

2. Kondisi dan Permasalahatr Tenaga Kerja Lokal di Suraba!,a.

Berdasarkan data yang ada dari tahun ke tahun jumlah presentase

pertumbuhan penduduh rura-rata kota Suabaya adalah l,2oz . Menuut Dinas

Kependudulen dan Catatan Sipil Kola Swabaya diperkirakan pada talun 2020

tingkat urbanisasi mencapai 40% dan diperkiakan akan menjadi 60% pada

tahun 2025 atau sekitar 160 juta jiwa. dikutip dari

http ://wrrw. kompeslela.sa@lelylproblemati ka-urbanisasi -bagi-kora-

metropolitan surabaya-5666904e7 09'l'73 551 0e3 8 5 5 1/201 5).

I)engan senakin bertambahnya pendudr-rk di kota, maka kebrluhan

pangar\ tempat tinggal, dan serta pe$aingan mendapat pekeijaan ikut

meningkat. Adanya ubaaisasi juga membantr-r dalam memenuhi kebutuhan

tenaga kerja, karene kota memerlukan banyak sekali tenaga ke{a di bidang

industd- hansportasi. perdaganganjasa- dan lain-lain. Namun disisi iain adanya
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urbanisasi dapar merupakan permasalahan terhadap tenaga kerja lokai

Sumbaya. Dengan demikian implikasi dad kasus urbanisasi adalah perlu

adanya kebijaksanaan tegas ya[g mengaraikan urbanisasi menjadi sebuah

peluang untuk perkembangan kota Sumbaya dengan tetap memperhatikan

penduduk Surabaya dalam mendapatkan pekerjaal

Sementara data petrcari kerj4 pencari kerja yang sudah ditemparkan da:r

pencari kerja yang beium ditempatkan sebagaimana pada tabel dibauah :

fabel 2.1 JurDla} penca.d kerj4 pencari kerja yang sudah ditemparkan

dan penca kerja yang be)um ditempatkan pada akhir tahun

Tabun !Ta]lun TahunNo I funcian

2013

Rat3-

tala

i s.714

2014 ,2015

Jumlah pencari

pendafiar baru

kerja

Jurnlah pencari kerja yang

ditempatkan

Jumlah pencari keda yang

be)um ditempatkan pada

akhir tahun

5.822 7.464 9.667

3.902 5.225 6.59',7

t8.6',77 16.891

l5.715

20.5 t-3

Sthhe. : Bukt S tabolaLlalon dngkd20ll, 2015 d@2A16

Meskipun banyak lapaagan pekerjaan yang ditauarkan oieh perusahan-

perusahaan, akan tetapi masih sedikit tenaga lokal dari Kota Surabala yang

dipekerjakan. Seharusnya seiring dengan berkembangnya kora Surabal,a juga

dapal memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Kondisi tersebut

menjadi perharian yang serius bagi Pemeriatah Kota Surabaya. Jangan sampai

penduduk lokal masih harus mencari lapangan kerja hingga luar kota la,rtaran

iowongan yang ada dipenuhi oleh tenaga-tenaga dari luar kota

Surabaya.(hft p://radarsurabaya j awapos.com/r eadl 20 1 6 / l 0 l l 0 / 3 9 \'7,'perusehaan

-di-surabaya-3 0-persen-harus-tenagalokal)

Setiap perusahaar di Suabaya harus bisa menampung masyarakar lokal,

Can hendaknya pengusaha dipressurc .:r'fik menampung te[aga keda lokal
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dalam perusahaan. Menuut Fatkur Rohman pihaknya mengharapkan ada kuota

bagi tenaga kerja lokal yang bisa ditarrpung di tempal usaha sekitamya. Ia

memperkirakan uarga lokal untuk bisa dipekerjakan di perusahaan sekitar,

minimal 20-30olo yang bisa ditampmg dalam perusahaan tersebu!. (riikutip dari

hno:/,/surabaya.bisnis.com/read-/201610I1/918i2/leeislator-kota-surabava-

usulkan-rap94l4p9rlilrhrng@1@aqa-keri a)

Dari bebempa permasalahan .vang telah diuraikan dimuka-

mengindikasikan ba.\wa perlindungan tenaga kerja lokal Surabaya masih perlu

dilakukan penguatan dan/atau peningkatan. Dr.:kungan politis dan luriCis yang

berupa Peraturan Daerah adalah merupakari dasar hukum yang sekaligus

leglrlra.rl (pengabsahan) terhadap penyelenggaraan tenaga kerja lokai

Surabaya. Dengan demikian kebijakan Daerah yang dituangkan dalam

Peraturall Daerah ini adalah merupakan suatu solusi terhadap pennasalahan

dan harapan masyarakat.

C. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.

Dimaksud dengan kajian implikasi disini adalah menganalisis ,/ mengkaji

I menilai tertang pengaruh / akibal / dampak ,, efek yarg ditimbulkan oleh

Perda baru jika ditetapkan dan diimplementasikan / diterapkan Oleh Parsons

(2005 : 604) dikemukakan bahwa tujuan dasar dari kajian r penilaian dampak

adalah r-rntuk memperkirakan efek dari sebuah i,rtervensi / kebijakan.

Dalam kajian implikasi disini akan diarahkan kepada 3 (tiga) obyek /

sasaran. yaitu : 1) Pemerinlah Kota Surabaya, 2) Pengusaha, penyedia renaga

kerja, 3) Tenaga kerja lokal.

l. Implikasi terhadap Pemerintah Kota Surrbaya.

Adanya Perda perlindungan tenaga kerja lokal menunjukan bahwa

negaa aiau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Sumbaya hadir dalam

merespon pernasalah-permasalahan yang dihadapi oleh masyamkat

Kehadiran Pemerintah Daerah Kota Surabaya lersebut sejatinya merupakan

perwljudan dari pelaksanaan fungsi yang diemban oleh setiap Peme ntah
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Daerah yaitu : 1) Pengatumn, 2) Pelayanan, 3) Pemberda;.aan, dan

pembangunan ( Davey, 1988 : 21 - 24, RasyiC, 2000 : 59).

Fungsi pengaturan yaitu menetapkan, penerapan dan penegakan

aturan, pengawasan den sebagainla ufltuk mewujudka]l adanya

perlindungan tenaga kerja lokal di Surabaya. Sedangkan fungsi pelayanan

yaitu memberikan pelayanan yaitu membedkan pelayanan yang sebaik

baiknya kepada tenaga kerja di Surabaya. edapun firngsi pemberda),aan dan

pembanErnan ,vaitu oemberikan da.va t kekuatan kepada tenaga keja lokal

agar mempun-vai da.va saing yang baik.

Disamping ha1 tersebut, keberaciaan Perda perlindungan tenaga kerja

lokal alan mempunl ai implikasi. yairu :

a. Membef,kan dukungan poliris dan lruridis terhadap pemberdayaan dan

penemparan yang dilakukan oleh peme ntah. Dukrrgan Politis artinya

memberikar, legitimasi (pengabsahan) terhadap aktivitas / tiDdakan

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedargkan dukungan Yuridis

artinF memberikan dasar hukurr ataLr iegalitas terhadap Pemeriltah

Daerah Kola Sumbaya untuk melakukan pelayanan, pemberdayaan.

pengawasan dan pembinaar tenaga keia lokal di Surabaya. Dengan

dukungan tersebut maka Pemerinlah Daerah akan lebih mantap, aktif

dan meningkar sefia selalu hadir dalam merespon permasalahan dan

harapan mas-varakat.

b. Kebijakan tersebut memberikan konskuensi pada alokasi / penlediaan

anggaran di APBD. Artinya jika kebijakan lersebut ingin berjalan

dengan baik dan berhasil maka harus didukung oleh alggaran yang

memadai- Suatu kebohongan jika ada 1'ang mengatakan bahwa ada

kebijakan yang berhasil tanpa didukug oleh dana. Oleh karena itu,

untuk dapatnla dialokasikan anggaran di APBD umuk

mengimplementasikan kebijakar pelayanan, pengawasan dan

pemberdayaa,.r tenaga kerja lokal di Swabaya.
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Selain implikasi / efek posidf -vang diharapkan rcrsebut, perlu

kirannya mewaspadai imptikasi i efek negatif, yaitu : akan baryak

pelpindahan penduduk dari luar agar diakui sebagai tenaga ke{a lokal

dengan permintaan Kanu Tanda Penduduk (KTP) atau Sumt Keterangan

Penduduk di Suraba,la, sehingga akan muncul calo atau pelantam

pengumsan KTP daa dimungkinkan tetadi pemalsuan KTP Surabaya.

Disamping itu timbulnya penyakit birokrasi karena bertambalmya

kewenangan atau kekuasaan yang dimilikiinya, apalagi kewenangan itu

menyangkut penindakdl dan pelayanan publik. Peingatan yang pemah

disampaikan Lord Action seor.mg guru besar di Universitas Cambridge

lnggris. yang menyatabkan " Po er lends to Corrupt, dnd absol te power

corrup. absolutely" (Kekuasaan itu cendeiultg korup, dan kekuasaaa yang

absolut cenderung korup seca.ra absolur) ( Lihal Arsyad, 2009 ).

Oieh karena itu perlu diwaspadai dan diantisipasi terhadap implikasi /

efek negatif bagi aparatur yang mempunyai kewenangan / kekuasaan,

terutarna dalam penegakkan aturan dan pelayanan publik.

2. Implikasi Terhadap Pengusaha dan Pemberi Kerja

Dengan adanya peningkatan aktivitas penyrluhan, penegakan atuan,

sebagai implementasi ,/ penerapan Perd4 maka mempunyai implikasi / efek

kepada sikap dan perilaku Pengusaha dan Pemberi Ke{a untuk pemanfaatar

dan pemberdalaan renaga kerja lokal.

Disamping implikasi / efek yang diharapkan tersebut, perlu

diwaspadai dan diandsipasi implikasi I efek negatif yang kemungkinan

timbul yaitu : dengan gencamya aktivitas penga\aasa, dan penindakan maka

dikhawatirkan pam pengusaha dan pemberi kerja merasa keberatan dan

memilih berusaha diluar kota Surabaya. Disamping itu dimr.mgkirtan

pengusaha dan pemberi kerja tidak mentatati peratwan dan sembunyi-

sembunli menggunakal tenaga kerja dari luar Surabaya.

Namrm demikian sebuah dilema bagi pengusaha biLamana tenaga

kerja lokal tidal memenuhi syarat dalam kebutuhan tenaga keda sehingga
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pengusEia harus mernilih tenaga kcr;a dari iuar Surabaya. Karena itu hal

penting yang patut dipertimbangkan kebijakan mengenai prcsentase

penggunarn pekeda lokal dan pekerja dari luar. Pemerintah Kota Surabaya

harus mempersiapkan pengembangan SDM lokal agar dapat memenuhi

kebutuhan tenaga kerja cian marnpu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

3. Implikasi Terhadap Temga Kerja Lokal

Implementasi / penerapan Perda akan memberikan jaminan teftadap

tenga kerja lokal unhJk memperoleh kesempatai kerja di Surabaya. Dengan

adan-va jaminan tersebut akan menumbuhkan setia, bangga dar cinta pada

Kota Suabaya. Aspek negatifnya menimbulkan tuntr-nan yang berlebihan

terhadap perusahaan di sekitar daerah rempat tinggalny4 dan men€kan

perusahaan untuk memberikan jatah kesempatan kerja-
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BAB Itr
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

T-INDANGAN TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA LOKAL SLTABAYA

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk

mengetalrui kondisi hukum atau PeratEatr Perundang-undangan yaag

mengarur nnengenai subsiansi atau materi yang akan riiatur dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang perlindungan tenaga ke{a lokal

Surabaya. Kajian ini dapat menggambarkan tingkat singkronisasi Peratiran

Perundang-undangan terkait untuk menghindari terj adinya tumpang tindih

Pemtuen.

Secam substantii materi pemtuan penmdang-undangan sebagaimana

terseblrl dalam naskah akademik ini yang berkaitan perlindungan tenaga ke{a

Iokal Surabaya adalah sebagaimana terumi di bawah ini.

A.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19tl tentang Wajib Lapor

Ketenagakerjaan di Perusahaar

Dalam Undang-unda:rg Nomor 7 Tahun 1981 pada Pasal 7 ayat (1)

disebutkar bahrva pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahuil secaE

tertulis mengenai ketenaga keiaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan

setiap tahur secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada pejabat daemh yang

benanggung janab masalah Lercnaga Lerjaar

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-undang Nomor l3 Tahun 2001, disebutkan :

Pasal 9:

Pelatihan keda diselenggarakan dan diarahkan untuk

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna

ken, ampuan, proCuktivitas, dan kesejahteraan.
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Pasal ll:
Setiap lenaga kerja berhak untuk memperoleh dar/atau meningkatkan dar/atau

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannr amelalui pelalihar kerja.

Pasal3l:

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama unuk memilih,

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan mempetoleh penghasiian yang layak

di dalam arau di luar negeri.

Pasal32:

ayat (1) Penempatan tenaga keda dilaksanakan berdasarkan asas rerbukir,

bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskiminasi.

ayat (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga

kerja padajabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketenrnpilan,

bakat, minat, dan kemampuan d.ngan memperhatikan harkat,

martabal, hal< asasi, dan perlindungan hukum.

ayat (3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan de[gan memlerhatikar

pemerataan kesempatan kerja dan pen,vediaan tenaga kerja sesuai

dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Ketenruan tersebut menegaskan bahwa setiap tenaga kerja temasuk didalamnya

tenaga kerja lokal mempunyai hak untuk memperoleh, meningkatkao dan

mengembangkan kompetensi kerja dan mempunyai hak memrlih, meildapatkan

atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang la,vak.

C. f,-ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tetrtatrg Penatraman Modal

Dalam Undang-undang r-omor 25 Tahun 2007, pada Pasal ! 0 disebutkan :

(l) Perusahaan penenaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja

harus mengutamakan lenaga kerja warga negara Indonesia

(2) Perusahaan penena[uu1 modal berhak menggunakan tenaga ahli watga

negal"a asing untuk jabatan dan kealrlian teflentu sesuai dengan ketentuan

poerauran perundang-undangan.
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(3) Perusahaan penenaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga

kerja negara Indonesia melalui pelatihan keda kerja sesuai dengan

ketentuan peaturan perundaag-undangan.

(4) Perusahaan penenaman modal yang mempekerjakan reflaga kerja asing

meuajitkan menyelenggarakan peiatihan dan melakukan alih tehnologi

kepada renaga keda negara Indolesia sesuai dengal ketentuan petatulan

perundaag-undangan-

Ketentuan tenebut dapat dianalogkan bahu,a perusahaan di Surabaya

berkeuajiban mengutamakan tenaga kerja lokal Sumbaya dalam memenr:hi

kebutuhan tenaga kerjanya. Disamping itu perusahaan juga berkewajiban

meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan

pemagangari serta melakukan alih tehnologi.

D.Undang-Utrdatrg Nomor 23 Tahun 201,1 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasat 17 ayar (1)

disebutkan bah*.a Daeral berhak menetapkan kebrjakan Daerah unruk

menl elenggamkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya pada lampi.an undang-undang rersebut diuraikan bahwa Urusan

Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah

Kabupaten4(ota adalah sebagai berikut :

i. Sub Bidang Pelatihan Kerja dan Produkrivitas tenaga kerja, meliputi :

a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unir kompetensi.

b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

c. Perizinan dafl pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

d. Konsuitasi produklivitas pada pe.usahaan kecil.

e. pengukuran prodikivitas dngkat Daerah Kabupaten/Kora

: qub Bidanp Penemparan lenaga Kerja

a- Pelayanan antar kerja di Daerah KabupateD,4(ota.

b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam

saru Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah KabupaterL{Kota.
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d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan puma penempaiao) di Daerah

Kabuparcn aKota-

e. Penerbitan perpanjaDgan IMTA yang lokasi kerja dalam satu Daerah

KabupatenlKota.

3. Sub Brdang Hubungan hdusrial

a. Pengesahan peratutan perusahMn dan perjanjian kerja bersama unruk

perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu Daerah KabupateD,lKota.

b. Pencegahan dan p€nlelesaian perselisihan hubungan iDdustrial, mogok kerja

dan pmutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut menunjukan bahwa daerah kora Surabaya berhak atau

ber*cnang menetapkan kebijakan Daerah yang diruangkan dalam peraturan Daerah

unnlk menja\,lab permasalahan tenaga kerja lokal Sumbaya_

E. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan

Ketetragakerjaatr

Daiam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 20I0. disebutkan .

Pasal2:

Pengau"san kerenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuar sistem

penga$'asan ketenagakedaan yang terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi

yang meliputi :

a. I'nit kerja pengawasan ketenagakerjaar:

b. Pengawas Ketenagaked aan; dan

c. Tala cara penga$asan Lerenagalerjaan.

Pasal3:

a,va1(1) Pengawasan ketenagakedaan dilaksanakan oleh unit kerja

pensawasan ketenagalerjaan pada instansi 1'ang lingkup tugrr

dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada

Pcmerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemeri a.h

KabupatenrKota.

ayat (2) Untuk menlelenggamkan penga*asan ketenagal<erjaan, di

lingkungan organisasi unit kerja pengawasan ketenagakedun

pada iDstansi ,vang linglrp tugas dan tanggung jawabnya di
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bidang ketenagakedaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten_/Kou dibentuk jabaun

fungsional pengau,as ketenagal(erjaan.

ayat (3) Ketentuan metgenai pembentukan unit kerja pengawasal

ketenagakerjaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturae

perundang-undaogan.

Ketentu"r tersebut menegaska.n bahwa dalam raqgka penegakkan

pe.atuan perundeng-undangan tentang ketenagaherjaaa di dacrah

Kabupater/Kota agar dilaksanakan pengawasan ketenagakedaan secara

intensif.

F. Peraturan Daerah Provinsi Jewa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Penanaman Modal

Dalam Pemturan Prolinsi Jawa Timu Nomor 12 Tahun 2013, pada Pasal (2)

ayat (1) huruf d disebutkan bahwa setiap penanarn modal berkerajiban

mengulamakar ienaga kerja dari daemh sekitar lokasi kegiatan usaha

penanarnan modal

Ketentuan tersebut merupakan penegasal untuk *ilayah Jawa Tiinur

balru'a penanam modal atau perusahaan wajib mengutamakan tenaga kerja

lokal atau tenaga keia dari daerah sekitar lokasi perusahaan.

Berda-sarkan kaiian ,i a-ralisis terhadap Peraturan Perundarg - Undangan

sebagaimana telah diuraikan dimuka" maka dapal ditarik benang merahaya.

bah!va pembentuka:r Peraturan Daerah @erda) Kota Surabaya ten;ang

PcrlinCungao Tenaga Kerja Lokal Suraba1,4 tidak bertentangan, tidak tumpang

tindih dan singkon atau harmonis dengan Peraturan Perundang undangan

lang berlaku. Oleh karena itu. kiranya pembenhrkan Peratuan Daerah tersebut

dapat diteruskan dan diproses lebih lanjut.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A.Landasan Filosofis

Bekerja merupakan wujud eksisensi manusia. Tanpa bekerja maka

eksistensi manusia dapat dipertanyakan kembali kebenaramya, Manusia dalam

kehidupanaya tidak lepas dari kerja. Keda dimaknai secara berbeda-beda

seiring dengan perkembaagan sejanh manusia dan kebudayaan serta

peradabannya. Dengan perkembangan pemikiran dalam memaknai ke{a maka

manusia juga mengalami perubaha-n dalam kinerja. Cara manusia dalam

memaklai secara filosofis tentang ke{a akan mempengaruhi kinerjanya

ciemikian juga hasil-hasilnya. Manusia dapat memaknai kerja sebagai : yang

bersifat psikoligis, yang bersifat sosial dan komunal, y'ang bersifai penonal

dan yang bersifat ekonomi.

Bekeia sesuai dengan bakat dan kemampuaDnya adalah prasyadt uraina

yang harus <iipenuhi dalam upaya mewujudkan manusia yang berharkat dan

bermartabat dan hal te^ebut merupakan salah satu unsrn kesejahteraan yang

harus di*tjudkan sesuai dengan cita-cita bangsa lndonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik

indonesia 1945.

Landasan filosofis merupakan penimbangan atau alasan "va!g

menggambarkan bahwa perlindungan tenaga ke{a lokal Sumbaya

mempefiimbangkal pandangan hidup, kesadaran, dan cinta hukum yang

meliputi suasana kebarinar serta falsafah bangsa Indonesia yang bersum'oer

dari Pancasila dar Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Pancasila adalah dasar dari semua urusan pemerintahan, penbangunan

dan pelayanan kemasyarakatan dan menjadi pedoman, penumun sikap dan

tingkah laku dalam melaksanakan rrusan-urusan tersebut. Dalam alinea kedue

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga

mensamanatkan neeara mempunyai taaggung ja\{ab unruk melindungi segenap
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bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejaian

dengan nilai-nilai umum dan komitmen perlindungan tenaga kerja lokai

Surabaya rerhadap peningkatan kualiras hidup, keadilan, harkat dan martabar

m4syarakal Kota Suraba.va. Oleh karena itu Pemerintah harus selaiu

memperhatikan kesejahteman masyamkat Kota Surabaya terutaoa mengenai

perlindungan teoaga kerja lokal Surabaya karena dalam pelaksanaan masih

sedikit tenaga lokal yang dipeke{akan oleh perusahaan-perusahaan yang aCa di

Suiaba) q kebanyakan masih didominasi oleh tenaga kerja dari luar Kota

Surabaya.

B, Landasan Sosiologis

Landasal Sosioiogis merupaka.n penimbangan atau alasan )-ang

menggambarkal, bahwa peraturan yang dibetrtuk untuk memenuhi kebutuha-n

masyarakat dalam berbagai aspek. Secara Sosiologis masvarakat Surabal,a

adalah masyarakat yang majemul/plural yang secam venikal terdapat strukur

kelas-kelas masyatakat dan secara horizontal terdapat kelompok-kelompok

golongan masyarakat yang semuamya merupakan suafu sistem sosial yang satu

sama lain saling berhubulgan, saling melengkapi dan saling mengisi.

Nlasyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian

yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap unsur berfungsi bukan demi

kepentingannya sendiri terapi demi berlangsungnya hidup dari system.

Diibaratkan sebagaimana tangan atau kaki adalah merupakan unsur (sub

system) da iubuh manusia (sebagai suatu organisme biologis) maka

masyarakatpun (sebagai suatu system social) terdiri dari sub svsiem vang

memiliki fungsi khas bagi kelangsungan hidup masyaralat yang bemangkutan

(Wirutomo, 2015:10). Dengan demikian hubungan antam pengusaha atau

penaIlarn modal dengan masyarakat disekitar lokasi usahanva telah merupakan

bagian-bagian dari suatu sistem masyarakat daerah di Surabaya schmgga

mereka harus saling membantu, sa.ling melengkapi dan bekerja sama. Sebagai

bagian integral dari masyarakat, perusahaan punya kewajiba-n dan juga
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kepentingan ulltuk merjaga ketertiban dar keteratwan sosial. Salah satu benuk

da-'r rujuri paling kongket dari upaya menjaga ketefiiban dan keteraruan

sosial ini sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah <iengzur

mematuhi atuan hukum yang berlaku (Keraf, 1998;126).

Warga Kota Surabaya harus dibed ruang agar mendapatkan p oritas

pekerjaan pada perusahaan-perusatraan yang berdiri dan beroperasi di

Surabaya. Apalagi sekamng bersamaan dengan diberlakukarmya pasar bebas,

tjinsna bukan hanya tenaga ke{a luar daerah saja akan tetapi tenaga keda

asing juga dapat dengao mudah masuk dan bekerja pada perusahaan yang

berdiri dan beroperasi di Sulabaya. Oleh kaJena itu peme ntah diharapkan

dapat memberikan pay.ung hukum pada tenaga kerja lokal untuk melindungi

rnasyarakat Kota Surabaya.

C.Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan bahwa peraturan .vang

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

hukum dengan mempertimbangkal atunn yang telah ada. lafldasan pridis
menyan*ut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi

yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-undangan yang baru.

Da-n landasan yrridis akan digunakan sebagai diatas hukum dala,n peratura,.l

Perundang-undangao yang akan dibentuk / disusun.

Menurur Utdang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 1 1 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 7 ayat (l) dinyarakanjeris

dan hiera.ki peratua.i perundalg-undangan di Indonesia terdi atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik tndonesia Tahun 1945i

b. Keletapan Nfajelis Pemusyawaratan Rakyat;

b. Lndang-Undang,?eiarLrran Pen.rerintah pengganti Undang-Undangi

Peraturan Pemerintah;

Peratula-.I Presiden;

Peaaiinan Daerah Provinsi;

Peratuan daerah Kabupater/Kota.

c,

d.

e.
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Selain perati:ran perundang-uodangan yang diatur dalan pasal .7 
ayat

(l), Pasal 8 ayar (1) L]IJ Nomor 12 Tahun 2011 juga menyataien bahwa

terdapat jenis peratuian perundang-undangan selain ],ang diatur dalam

Pasal 7 ayat (l) yaitu jenis peratural perundang-undangan tersebut antam

lain mencakup peraturan )ang ditetapkan oleh Majelis permusyaB.aratan

Rakyat. De{'an Pen^,akilan RaLTat, Dera-an Perwakilan Daerah, Malkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksaan Keuangan, Komisi

Yudisi4 Bank lndonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang

setingkat yang dibentuk delgan Undang-Undang atau peme ntah atas

Derintah undarg-u[dang, Deraan Perrakilan Rakyat. Daemh provil1si-

Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat Daeral Kabupaten/Kota.

Bupati/Waiikola. Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehubungan dengan paparan di atas dan dengan memperhatikan hasiL

kajian/analisis Pemtumn Penmdang-undangan yang berlal<u, maka landasal

luridis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pen1.r:sunan Rancangan

Peratuan Daerah tentang perlindungan telaga keda lokal Suabaya antara lain:

1. Undans-Undang Nomor 7 Tahun t98l tentang Wajib Lapor

Ketenagakerj aan di Perusahaan

2. Undang-Unda-rg Nomor l3 Tahun 2003 renmng Ketenagakerjaan

3. {Jndarg-Undang Nomor 25 Tahrm 2007 tentang penanaman Modal

:1. lindang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemerinlahan Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 2l Tahun 2010 tentang pengawasan

Kerenagal<erj aan

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa limui Nomor 12 Tahun 201j tentans

Penanaman Modal
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAII RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN

A.Jangkauatr dan Arahan Pengaturan

l. Sasaran yang akao diwujudkab.

Sasaran yang akan diwujudkan di Peratuan Daera} ini, adalah :

a. Memberdayakaa dan mendayagunakaD TKI secam opfmal dan

manusiawi;

b. Meningkatkan kesejahteraan TKL dan keluarganya;

c. Mengurangi pengangguran, kemiskinan, da.n kesenjangan ; dan

d. Menciptakan suasara yang harmonis dan kondusif terhadap

pembangunan daerah.

2. Jangkauan dan arah Pengaturan

Adapun jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daeah ini, adalah

:ebagai be kut:

a. Mernberikan ruang dan kesempatan lebih besar kepada warga Surabaya

untuk beke{a dan berkarya di daerahnya sendid.

b. Pememtaan kesem?atan kerja dan penyediaan tenaga kerja ).ang sesuai

dengan kebunrhan pembargunal.

c. Memberikan pe.lindungan ketenaga kedaan di daerah.

d. Menjaga hubungan industrial yang harmonis-

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Kerangka Dan Sistematika Rancangan Peraturan Daerah

Kerangka Rancangan Pemfulall Daem] Kota Surabaya lentang

Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Kota Surabaya terdir:i atas :

a. ruDUL

b, PEMBUKAAN

1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
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2) Jabatan Pembentuk Peratu.an Daemh.

.3) Konsidemn.

4) Dasar Hukum.

5) Diktum

c, BATA\G IUBLH

1) KetentLran Umum-

2) Materi Pokok yang Diatur.

a) Pemberdayaan

b) Penempatai

c) Perluasan Kesempalan Kerja.

d) Pembinaaa dan Pengawasan.

3) Ketentuan Sa"nksi

4) Ketentuan Peralihatr

5) Ketentuan Penuup.

d, PENUTUP

l) Rumuser tempat dan tanggal penetapan Peralwall Daerah-

2) Pejabat yang menetapkan Pemturan Daerah

3) Rumusan tempat dan tanggal diundangkanya Peratuan Daemh.

e. PENJELASAN

i) Penjelasaa Umum.

2) Penjelasan Pasal demi Pasal.

Adapun sistematika Rancangan Peraluran Daemh Kota Suraba)a ientang

Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabalia adalah sebagai beiitut :

JUDUL

PE\-IBUKA,\\

RAB I KETENTLAN IA4UM,

BAB II AZAS DAN TUJUAN

BAB ItI RUANG LINGKUP

BAB IV PEMBERDAYAAN
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BABV PENEMPATAN

BABVI PERLUASAN KESEMPAT{\ KEzuA

BAB VII PIiMBINAA]\J DAN PENGA\,'ASAN

BAB VIII SA.\KSI ADMINISTRASI

BAB IX KETENTUAI PERALIHAN

BABX KTTENTUAN PENUTUP

PENJELASAN ATAS PELATURA\ DAERA]] TENTANG

PERLIN.DUNGAN TENAGA KEzuA LOXAI SURABAYA,

2. Materi Muatan Yang Diatur Dalarn Batang Tubuh.

Mate muatanyang diatur dalam batang tubuh PeralurEn DaeEh Kota

Surabaya tentang Perliadungan Tenaga Keda Iokal Kota Suabaya

meliputi :

a. Ketentuan Umum

Keteltuan umum memuat urusan akademik yang berisi :

l) Batasan pengenian arau definisi.

2) Singkatan atau akonim yang dituargkan dalam batasan pengertian

atau defi nisi; danr'atau

3) Hal-hal lain yang bersifat umum ,vang beriaku bagi pasal atau

beberapa pasal berikutnya.

Adapun batasan pengertian atau definisi dan/atau singkalan dalam

ketentuan umum Rancangan Peratwan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1) Daerah adalah Kota Surabaya.

2) Pemerintah Daemh adalah Pemerintah Kota Swabaya.

3) Walikota adalal Walikota Surabaya.

4) Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkar SKPD

adalah SKPD Kota Surabaya.

5) Dinas Tenaga Kerja adalah SKPD Kota Surabaya yang bertanggung

jawab terhadap urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjarn.

Naskeh Aiade ik Rllpetula Pellindungan Tenaga Kerja Lokal Swah.tya 32



6) Ketemgakerjaan adalah segala ha1 ya[g berhubungan dengan renaga

kerja pada sebelum. selama, dan sesudah masa ke{a.

7) Tenaga Kerja adalah setiap orang ,vang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun mas-varaliat.

8) Temga Ke{a Lokal yang selanjuml,a disingkap TKL adalah renaga

kerja yang berasal daohtau bedomisili di Kota Suraba),a yang

dibuktikan dergan kepemilikian Ka.tu Tanda Penduduk (KTP)

darJatau Kartu Keluarga (KK) Kota Sulaba.va.

9) Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik. inlelektuan, mental, daD./atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berintemksi dengan lingkrmgan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan.

10) Pencari Ke{a adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupu[

yang masih bekerja tetapi incin alih/pindah pekerjaan y'ang harus

mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Suarabaya.

11) Warga sekitar adalah warga masyarakal atau penduduk Kota

Sumbaya yaag berdomisili di sekitar perusahaan yang ada di wilayah

Kota Suabaya.

12) Kompetensi Kerja adalah kemempuan kerja secara indir.idu yaag

mencakup aspek pengetahua[ ketemmpiian, dan sikap yang sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

l3) Kartu AK4 atau yang sering disebut karnr kuning adalal kartu tanda

bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas

Tenaga Keia,

14) Pemberi Kerja adalah setiap pihak atas nama perusahaan dar/atau

pribadi lang membuml rao tenapa Lerja.

15) Pengusaha adalah:

a) orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang

menjalar[(an suan] perusahaan milik sendiri;
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b) orang perseorangan, penekutuan atau badan hulium yang

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan mililaya.

c) orang peneorangan, persekutuan atau badan hukum yang

berada di Kota Surabaya mewakili perusahaan dimaksud pada

huruf a dan b <liatas.

1 6) Perusahaan adalah :

a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau lidak, milik

orang perseomngan, milik peEekutuan alEu badan hukum, baik

milik srr,asta maupun milik Negara )ang mempekerjakan

peke{r:,/buruh dengan membal.ar upafi atau imbalan dalam

bentuk lain.

b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang rnempunyai

pengurus dan mempeke{akan orang lain dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

17) Pembe.dayaan TKI adalah upaya memperkuat porensi yang

memiliki TKL dengan memberikan kesempatan atau peluang serta

membedkan daru'atau meningka&an dadatau mengembangksn

kompetensinya sesuai delgan standar persyaratan pekerjaan yang

diharapkan.

13)Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiaGn untuk memberi,

memperoleh. mentrgkaikan sefia mengembangkan kompetensi ke{a,

produktiritas, disiplin, sikap dan etos keda pada tingkat

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan denganjenjang dan

kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

i9) Lembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah

instansi pemerinrahan dan swasta yang memenuhi peN)'aratan untuk

menyelenggarakaa pelatihan kerj a.

20) Sertifikat pelatihan kerja adatah tanda bukti penerapan dan

pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki atau

dikuasai oleh seseorzrng sesu.li dengan standar perorangan pelatihan

yang ditetapkan.
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21) Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihar keda )ang

diselenggarakan seczlra terpadu dan benjenjang antara pelatihan di

lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung d;bawah

bimbingan dan pengawasan instruldur atau pekerja yang lebih

berpengalaman, dalam .angka menguasai keterampilan atau keahiian

tertentu.

22) Badan Nasional Sefiifikasi Profesi )ang selanjutnya diselenggarakan

BNSP adalah )embaga yang mempunyai tugas melaksalaks.n

sertihkasi kompetensi kerja. dan dapat memberikan lisensi kepada

Lenbaga Sertifikasi Profesi yang memenuhi persyaratan yelg

diteapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi keda.

23) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya disingkar

PFPK adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar

kerja pada Dinas Tenaga Keia Surabaya.

24) Antar Keda Lokal yang selanjurnya disingkat AKI adalah sistem

penempatan tcnaga kerja antar KabupatenKota dalam rvila,vah

Provinsi Jawa Timur-

25) Antar Keda Antar Daerah yang selaijutnya disingkat AKAD adalah

penempalan tenaga kerja antar Provinsi di wilayah Republik

lndonesia.

26) Pengawasan Ketenagakerjaar adalah kegiatan mengawasi dan

menegaklan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

ketenagakerj aan.

b. Materi Pokok yang akan diatur.

Dalam Rancangan Peraturan Daemh ini pengelompokan materi

muatan disusun dalam bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian

dan paragral Adapun materi pokok yang diatur dalam Rancangan

Peratuan daerah ini, melipuli ;

a) Pemberdayaan

Pemberda;-aan meliputi :
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- Pemberdayaan yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah dan

oleh unsur misyarakat terutama oleh perusahaan yang ada di

daerah Surabaya.

- Pemberdayaan TKL dilakukar, dengan berbagai cara dan kegiatan

yang antara lain: (1) pelatihan kerja. (2) pemagangan. (3)

pembimbingan dan fasilitasi.

- Pemerintah daerah maupun dari perusahaan menyelenggarakan

pemberdayaan PKL dalam Gngka me\,\,.ujudkan tanggung jawab

dan keuajiban pemerintah daerah dan perusahaan. Masing-masing

melaksaiakan pemberdayaan TKL sesuai dengan iugas dan

fungsinya.

b) Penempatan

- Pemberian inlormasi lowongan I'erja.

- Pengendalian dalam proses pengisian lowongan kerja di

perusahaan.

- Pemberian prioritas atau menguamaka[ TKL untuk dapat diterima

atau mengisi lowongan ke{a yang ada.

- P€nentuan kuota penerimaan TKI uatuk mengisi lowongan kerja

yang ada.

c) Perluasan kesempatar keda

- Penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan

mendayagunakan potensi sumber daya alarn, suntrerdaya manusia,

dai teknologi lepat guna.

- Fasilitasi rerbukanya kesempatan ke{a dalam bentuk produktif

berupa pelatihan berbasis kornpetensi dan kewirausahaan serta

fasilitasi permodalan usaha.

- Pembentukan fonr1n koordinasi perluasan kesempatan kerja.

d) Pembinaan dan pengawasan

- Penentual pelaksana pembinaan dan pengawasan.

- Pembentukan rim terpadu pembinaan dan pengawasan.

- Penentuan sasamn dan materi pembinaan dan pengawasan.
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- Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta

pelaporannl,a.

e) Sarksi administrasi

- teguran tertulis.

- pembatasaa kegiatan usaha.

- penghentian sementara sebagian atau seluirh alat produksi.

- pembekuan kegiatan usaha; da./atau

- pencabutan izin.

c. Ketetrtuan Sanksi

Pelanggaran terhadap Peratuan Daerah dikenakan sanksi administasi,

sebagai berikut :

1) Tegurdn tertulis;

2) Pembatasan kegiatan usaha;

i) Penghentian sementara sebagian atau seluruh aiat produksi:

4) Pembel:uan kegiatan usaha; dan-/atau

5) Pencabutan izin

d. Ketentuan Peralihau

Kelenhran peralihan mrrupakan keicnruan lang memuat penres,laian

perahlan tindakan hukunl atau hubungan hr-rkum yang sudah ada

berdasarkan Peratulall Perundang-Undangan yang lama terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang baru. Adapun tujutur ketentua-1 peralihan

adalah:

i) Menghind6ri terjadinya kekosongan hukum-

2) Menjamin kepastian hukum.

3) Memberika.n perlindungarl hukum bagi pihak yang terkena dampak

perubahan kerentuao Peratuan Perulldang-Undangal1.

4) Mengatur hal-hal ),ang bersifat tansisiona] atau bersifar sementam.
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e. Ketentuan penutup

Pada ketentuan penutup memuat ketcntuan mengenai

a) Rumusan perintah menetapkan peraturan pelaksanaan Peraturar

Daerah.

b) Rumusan mulai berlakunya Peraturar Daerah.

c) Rumusan pcrintah pengundangan daa penetapan dalam Lembaran

Daerah.
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BAB YI

PENUTUP

A, Kesimpulan

Bcrdasarkan kajian ,vang telah dipaparkan dalarn bab sebelumnya dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahua belum adanya peraturan yang mengatur perlindungan tenaga kerja

lokai Suabaya yang mana merupakan urusan pemerintahan konl<uren yarg

diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan

urusan tersebut, DPRD Kora Surabaya berinisiatif membentuk Perda tentang

periindungan tenaga ke{a lokal Surabaya.

2. Pertimbangan atau landasan pembentukan Perda ini aCalah :

a. Landasan Filosofi adalah cita--cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam

Par,casila dan Pembukaan Undalg-undang 1945.

b- Landasan Sosioiogis adalah kondisi dan permasalahatr masyamkat

Surabaya sebagai masyarakat perkotaan yang yang saai ini berkembang

sebagai Kota perdagangan, industri danjasa.

c. Landasan Yuridis adalah Peraturan PerLlndang-undangan yang melgatur

tenrang Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal.

3. Jangkauan dan arah pengaturan Perda adalah me:nberikan ruang dan

kesempatan yang lebih besar kepada warga Suabala untuk bekerja dan

berkarya di daerahnl-a sendiri, memberdayakan tenaga ke{a lokal,

menglrangi pengangguran dan menciptakan suasana kondusif terhadap

pembangunan daerah. Sedangkaa ruang lingkup mareri muatan meliputi

pembcrdayaan, penempata:o dan perluasan penampalan kerja serta

pembinaan dan penga*asan.

B. Saran

L Rancargan Peratuan Daerah te ang Derlindungan tenaga keria lokal

Surabaya ini masih memerlukan masukan berbagai prhak lainnya. L,ntuk ih!
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sebelum diadakan pembahasan rnaka perlu diadakan temu konsultasi atau

dcngar pendapat dengm pihak pihak terkait.

Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal

Surabaya sebelum disalkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah

perlu diadakan sosialisasi atau konsultasi publik.

Setelah Rancangan Pcraturan Daerah tentang perlindungaa tenaga kerja

lokai Surabaya disahkan dan diundangla.n maka harus ditinciaklanjuti

dengan pembentukan peraturan pelaksa:ra dalam benn-rk Peraturan Walikora

dadatau ketentuan pelalsanaan lainya, diharapkan paling larnbat 6 (enam)

bulan setelah disyahkan dan diundangkaaya PemturaD Daerah ini.

2.

3.
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